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BUPATI SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 67 raHUX ZO\Z

TEI{TANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

a- bahwa dalarn ramgka mencegah fiadinya korupsi karena
adanya benturan kepentingan oleh lrnyelenggara negara,
diper{ukan @oman penangianan benturan kepentingan di
lingt<ungan pemerintah Kabupaten Sragen;

b- bahwa berdasarkan pertinbangan sebagaimana dimaksud
rlalarn hunrf a" perlu menetapkan Feraturan Bupa.ti
tentang Fenanganan Ebnturan Kepentingan di r ingkungan
Femerintah Kabupa.ten Sragen;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Fembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam
Linglunean Proprnsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun l95O Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun L999 tentang
Femberantasan Tindak Pidana Korupsi (I.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l4O, Tambahan
Lembaran ilqara Republik Indonesia Nomor 38741
sebaAaimarra telah diubah derrgan Undang-Undang Nomor
2O Tahun 2OOl tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2(X) I Nomor 140, Tambahan L€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

J- [Indeng-(fu<lang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik
krdonesia ?ahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Femerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2O14 Nomor 2214" Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa. kali Grakhir dengan Undang-
Undrng Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Feraturan pgmsrintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang
Fembatasan Kegiatan Fegawai Negeri Dalam Usaha
Ssasta (Lembaran Negara Republik lndonesia ?ahun
1974 Nomor 8, Tambahan Iembaran Negara Republik
krdonesia Nomor 3O21);

6- Feraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OO8 tentang
Sistem Fenggnrlplian Intern Femerinteh (Iembaran Negara
Republik tadonesia Tahun 2O08 Nomor 127, Tambahan
L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 489O);

7- Feraturan Pemerintah Nomor 53 Tbhun 2O1O tentang
Feraturan Disiplin Pegaxnai Negeri Sipil flembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Femerintah Nomor I I Tahun 2Ol7 terrfang
Manajemen fuawai Negeri Sipil fi,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 63, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6o3fl;

9- Feraturan Femerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengp,wasan Fenyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6O41);

lO- Keputusan kesiden Nomor lO Tahun 1974 tentan'g
Beberapa Fembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam
Rangka Fendayagulaan Aparatur Negara dan
Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan kesiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang
Ferubahan Atas Keputusan Presiden Nomor lO Tahun
1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Peganai
Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur
Nqara dan Kesedertranaan Hidup;

1l- Peratuan Menteri Fendayagunaan Negara dan
Reformasi Birolcasi Nomor 37 Tahun 2Ol2 tentang
Homan Umum Fenanganan Ebntura[ Kepentingan;

12- Feraturan Daerah l(abupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2O16
terrtang Fembentukan dan Susrnan Ferangkat Daerah
Kabupaten Sragen (t€mbaran Daerah Kabupa.ten Sragen
Tahun 2O16 Nomor 5, Tambahan tembaran herah
Kabupa.ten Sragen Nomor 3);

13- Ferahrran Bupa.ti Sragen Nomor 87 Tahun 2O16 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangtrat Daerah
dan Staf Ahli Bupa.ti fBerita Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2O16 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKT,'NGAN PEMERIT{TAH KABUPATEN
SRAGEN

)

Menetapkan



BAB I

KETENTUAN UMUM

hsal t
Dalam Feraturan Bupati ini yang dimaksud derrgan:

l- Daerah adalah Kabupa.ten Sragen.

2. Femerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
merjadi kewerangan daerah ot(xrom.

3. Bupa.ti adalah Bupati Sragen-

4. Ferangkat Daerah edala}l unsur pembantu Bupa.ti dan
Dewan Ferwakilan Ra\.at Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

daerah.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya dising[at
BUMD adalah adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

6- Benturan kepentingan adalah situasi dimana
penyelerrggara negara memiliki atau patut diduga
memiliki kepentingan pribadi terhadap se.'qp
pengguraan westnang sehinga dapat mempengaruhi
kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

7. Fenyelerrggara negara adalah pejabat pemerintah daerah
dan pemerintah pusat yang berada dibawah kordinasi
pemerintah daerah.

8- Lernbaga Publft adalah lemb^ga publik di lingfuungan
pemerintah daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN MAI{FAAT

Pasal 2

(l). Peraturan Bupa.ti ini rlimaksudkan sebagai kerangka
acuan untuk merrgenal, menc(ryah, mengatasi benturan
kepentingan di lingkungan pemerintah daerah.

(2). Tujuan penlrusunan Peraturan Bupa.ti ini adalah
untuk memberikan keseragaman pemaheman dan
tindakan bagi perangkat daerah maupun penyelenggara
negara dalern melaksamakan penanganan benturan
kepentingan-

(3).Penanganan benturan kepentingan diharapkan
dapa.t memberikan manfaat bagi perangkat daerah
rnaupun penyelenggara negara dalam:

a- menciptakan budal'a pelayanan publik 1'ang dapat
mengenal, mencqah, dan mengatasi situasi-situasi
benturan kepentingan secara transparan dan efisien
tanpa Eengurangi kinerja p{abat yang bersangkutan;

b. mencegah terjadinya pengabaian pelal.anan publik
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dan kemgian negara/ daerah;
c. menegakkan integritas; dan
d" menciptalmn pe'merintahan yang bersih dan

akuntabel.

Pasal 3

Fejabat yang berpotensi memilki benturan kepentingan
adalah;

a- pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengarnbilan
keputusen dan lrenentuan kebijakan;

b- perencana, yaitu pqabat pemerintah yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewerxurg dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanalcan kegiatan
perencanaan pada unit perencanaan tertentu;

c- pengawas, yaitu pejabat pemerintah yang mengawasi
tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai derrgan kaidah
yang berlaku, dalam hal ini adalah: pa.ra pemeriksa,
auditoq rlan ptngprwas di lingkungan pemerintah daeral.;

d. jabatan fungsional guru, yaitu jabatan fungsional yang
mempunyai ruang ling!<up, tugs, ranqgungiawab dan
wewenang untuk mel,akukan mendidik,
meng4iar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai
dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak
usia dird jalur pendidikan formal, pendidikan das:u: dan
pendidikan merrerrgah sesuai dengan peratu-ran
perundang-undangan yang diduduki oleh Fegawai Negeri
Sipil;

e. dokter, yaitu pega*rai negeri sipil yang diberi tugas,
tanggungiawab, wewearang dan hak secara penuh oleh
pdabat yang berw'enang untuk melakukan kegiatan

kesehatan kepa.da masryarakat pada sarana
pelayanan kesehatan;

f- pelaksana pelayanan publrt" yaitu pejabat, pegawai"
petugas dart setiap orang yang bekerja di ddam unit
orgarrisasi yang tug:rs memberikan
pelayanan publik termasuk pelaksana pelayanan publik
di lembaga ek*kutii yudikatif dan lembaga non
struktural;

g. penilai, yaitu orang yang bertugas merrilai, melakukan
verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian tainnya

h. penyidik negeri sipil, yaitu semua pejabat yang
melakukan fungsi penyidikan di lingkuogan pemerintah
daerah; dan

i. pejabat/pegawai negeri lain dilingkungan pemerintah
daerah (pimpinan/pegawai BUMD, pimpinan/
anggota/ pegawai lembaga publik).
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BAB ITI

BENTUK, JENIS DAN PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN
Bagian Kesatu

Bentuk Benturan Kepentingan

Pasal 4

Bentuk benturan kepentingan yang sering terjadi dan
aifmaapi oleh penyelenggara negara adalah:

a- situasi yang menyebabkan sesoorang menerima
gratifikasi atau pemberian/penerfunaan hadiah atas
suatu keputu san/jabatan ;

b- situasi yang menyehabkan penggunaan aset
jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;

c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia
jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan
pribadi/golongan;

d- perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memifuiki
hubunean langsung atau tidak langsung, sejenis atau
tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu
jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;

e. sihrasi dirnenr seorang penyelenggara negara
memberikan akses khusus kepada pftak tertentu
misalnya dalarn rekrufuen lrgawai tanpa. mengikuti
prosedur yang seharusrrya;

f- situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak
rnetgl-kuti prosdur karena adanya pengaruh dan
harapan dari pihak yarg diawasi;

g. situasi dirnana kewerrangan penitaian suatu obyek
kuafifikasi dan ob1,ek tersebut merupakan hasil dari si
penilai;

h. situasi dimena adanrya kesempatan penyalahgunaan
jabatan;

i. situasi dimana soorang negara
menentukan sendiri besarnJra gaji/remunerasi;

j. bekerja lain di luar pekeq'aan pokoknya atau
,ttm/,Iblting ata:u aiside emploryVnt darr

k. situasi yang memungkinkan penggunaarr diskresi yang
menyalahgunakan wewerrzuag-

Bagian lGdua
Jenis Benturan Kepentingan

ksal 5

Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi antara lain:
a- kebliakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan

dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
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b. pemberian izin yang diskiminatif;
c- pengangt<a.tan pegauai brdasarkan hubungan

dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat
pemerintah;

d- pemilihan pa.rtrrer/rekanan kerja berdasarkan keputusan
yang tidak profesional;

e. melakukan komersialisasi pelayanan publi$
f- penggunaan aset dan informasi rahasia untuk

kepentingan pribadi;

g- menjadi bagian dari pihak yang diawasi;

h. melakukan pengawlrsan tidak sesuai derrgarr norrna,
standar, dan proseduq

i- merrjadi bawahan pihak yang dinilai;
j- melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;

k- melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;

l- melakukan penilaian tidak sesuai nortrra, standar, dan
prosedur;

m" menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan
atas sesuatu yang dinilai; dan

n- penyelidikan dan penyidikan yang dapa.t merusikan
pl:hak t€rkait karena pelgaruh pftak tain.

Bagian Ketiga

Fenyebab Benturan Kepentingan

Pasal 6

hnyebab terjadinya benturan kepentingan antara lain:

a- penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara neg.rra
membuat keputusan atau tindalan yang tidak sesuai
dengan tujuan atau melampaui batas-bata.s pemberian
weq/enang ;,ang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan;

b. perangftapan jabatan, yaitu soorang penyelenggara
neg:rra mendudrrki dua atau lebih jabatan publik
sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya sacara

independen dan akuntabel;
c. hubungan afiliasi (pribadi, yaitu hubr.ngan

-vang dimf,iki oleh seorang penyelenggara negara dengan
pihak terterrtu baik karena hub,ngan darah, hubrrnqan
perkawinan maupun hubungan lErtemanan yang dapat
mempengarutri keputusanny4

d. gratifikasi, yaitu pemberian datarn arti luas meliputi
pemberian uang, barang, rabaL komisi, pinjaman tanpa
bunga., tiket perjalanan, fasilitas perjalanan
wisata, pengobatan crrrnerrrrna dgn fasilites lainnya; dan

e. kelemahan sistem yaitu keadaan yang
menjadi kerrdala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan
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kewenangan penl.elenggara negnra yang disebabkan
karena strukhrr buday-a dnn organisasi yang ada-

BAB TV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Fasel 7

Fenanganan benturan kepentingan pda dasarnya
dilakrrkan melalui nilai, sistem, pribadi dan
budaya:

1). Mengutarnaka n kepentingan publik
a- penyelenggara negara harus mempertratikan asas

umum pe'merintahan yang baik dalam memberikan
kepada

b" dalam penganbilan keputusan, penyelengara negara
harus berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan kebjakan yang berlaku tanpa memikirkan
keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi
preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan ag;lrlra,
profesi" partai atau politik, etnisitas, dan keluarga;

c- penyelenggara ne{Iara tidak boleh memasukkan unsur
kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusarr
dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas
keputusanrqra;

d. peny.elenggara negara harus menghindarkan diri dari
tindakan pribadi yang diuntunglan oleh 'itrside
informdion" atau informasi orang dalam yang
diperoleh dari jabatannya, sedangkan informasi ini
tidak terbuka untuk umum; dan

e. penyelengara negara tidak boleh mencari atau
menerima keuntungan yang tidak seharusnya
sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan
tugasnya.

2)- Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan
benturan kepentingan:

a- penyelerggara negara harus bersifa.t terblka atas
pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak
sekadar t€rbatas pada mengikuti undang-undang dan
peratuxan tetapi juga harus mentaati nilai-nifai

publik seperti bebas berkepentingan
ldisirlderestdrwsq, tidak berpihak dan memitiki
integritas;

b- kepentingan pribadi dan hubungan afiliesi
negara yang dapat menglrambat

pelaksanaan tugas pub}ik harus diungkapkan dan
dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani
secara memadai;

c- penyelenggara negara hams menyiapkan mekanisme
dan prosedur penga.duan dari masyakarat terf<ait
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adanya benturan kepentingan yang tdadi;
d. penyelenggara negara serta lembaga publik harus

menjamin konsisterrsi rlan keterbukaan rlalarn proses
penyelesaian atau peaanganan situasi benturan
kepentingan;

e. penyelenggara ffEara serta lembaga publik harus
mendorong keterbukaan terhadap penga,wasan dalarn
penanganan situasi benturan kepentingan sesuai
dengan kerangka hukum yang ada;

f- penyelenggara negara serta lembaga publik harus
dapa.t memberikan akses kepada lrro.syakarat prrLrL
mendapa.tkan berbagai infor:masi yang terkait derrgan
penggunaan ke*enangarmya; dan

g. penl'elenggara rrryara harus menyiapkan prosedur
peng4juan keberatan dari rnasryakat tentang
penggunaan

3|- Mendorong jawab pn:badi dan sikap
keteladanan:

a. penyelenggara negara senantiasa bertindak
sedemikian rupa agar integritas mereka dapat
menjadi teladan rsgi penyelenggara negara lainnya
dan masyarakaq

b. pe-nyelelggara rxryara harus sebisa mungkin
bertanggung jawab atas peratu-ran urusan pribadinya
agar dapat merghindari terjadinya benturan
kepentingan pa.da saat dan sesudah rna*a jabatannya
sebagai penyelenggara negara;

c. penyelengara neg;rra harus bertanggung jawab
untuk mengiden ifikasi dan menyelesaikan benturan
kepentingan yang merugikan kepentingan publik
apa.brila terjadi benturan kepentingan;

d- penyelerggara negara harus menunjukkan komitmerr
mereka pada integritas rlan profesionalisme dengan
menerapkan kebiiaken penanganan benturan
kepentingan yang efektif; dan

e- penyelenggara ruryara serta lembaga publik harus
bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi
tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

4)- Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak
toleran terhadap benturan kepentingan:

a- Iembaga publik harus menyedia-kan dan
mel,aksanakan kebiiakan, proses dan praktek
manajemen yang memadai dalam lingftungan kerja
yang dapat mendorong pengaqrasan dan penanganan
situasi benturan kepentingan yang efektif;

b. lembaga publik harus merrdorong perryelengara
negara untuk mengungf,apkan dan membahas
rnasaleh-masatrah benturan kepentingan serta harus
membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan
dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain;

8



c. lembaga publik harus menciptakan dan
mempertahankan budaya komurrikasi terbuka dan
dialog mengeftri integritas dan
mendoroagnya; dan

d- Iemt-ga publik harus memberi pengarahan dan
pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta
memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang
tetah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di
tempatkda-

BAB V

TAHAPAN DAI.AM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal I

Tahapan dalam penanganan benturan kepentingan:

a. Penyusunan kerangf,a kebiiakan penanganan benturan
kepentinEan:

l- pendefinisian bentu-ran kepentingan yang berpotensi
membahayakan intq3ritas instansi dan individu ;

2. komitmen pimpinan delarn penerapan kebijakan
benturan kepentingan;

3- pemahaman dan kesadrren yang baik tentang
benturan untuk mendukung kepa.tuhan
dnlern lrnanganan belturan kepentingan;

a. keterbukaan informasi yang memadai Grkait dengan
penangsnen benturan kepentingan.

5. ketertibatan para stakeholder dalarn penanganan
benturan kepentingan;

6- monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan
benturan kepentingan; dan

7. pengembangan dan penyesuaian kebfrakan dan
prosedur penangnnan benturan kepentingan
berdasartan hasil monitoring dan evaluasi.

b- Identitrkasi situasi benturan kepentingan-

c- Fenyusunan strategi penanganan bentuxan kepentingan:

1. penyusunan kode etik;

2- pelatihan" arahan serta konseling dengirn memberi
contoh-contoh praktis dan tangkah-langkah untuk

situasi benturan kepentingan; dan
3- deklarasi benturan kepentingan dengan cara sebagai

berikut:
a). pel,aporan atau perrryataan awal (dtsclosur4

tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat
bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya
pa.da saat s€orang diangkat sebagai penyelenggara
negara;
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b|. pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi
perubahan kondisi setelah pelaporan dan
pernyataan awal; dan

cf. pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk
bisa menentukan tingkat benturan kepentingan
dan bagaimana menangarrinya.

4" dukungan kelemba,gaan dalsm bentuk:

a)- dutungan administrasi yang menjamin efektifitas
pn ses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai
dengan benar dan dapat terus diperbaharui; dan

b)- pelaporan dan pencatatail kepentingan pribadi
y'ang dilakrrkan dalarn dokumerr-dokumen resmi
agar lembaga yang bersangkutan dapat
menunjuld<an bagaimana lembaga tersebut
mengiden''fik:si dan menangani benturan
kepentingan.

d- Seranglaian tindakan 5rang diperlulcan apabila seonang
penyelenggara negara berada dalam situasi benturan
kepentingan:

l. pengurangan @irrcsta.s$ kepentingan pribadi
lrrryelengara negara dalarn jabatannya;

2- penarikan diri (recusa$ dari proses pengambilan
keputusan dirnana soorang penyelenggara n(Earzr
memiliki kepentingan;

3. membatasi akses penyelenggara negara atas
informasi tertentu apabila yang bersangkutan
memiliki kepentingan;

4- mutasi penyelenggara negara ke jabatan l,ain yang
tidak memiliki benturan kepentingen ;

5. mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab
penyelengara negara yang bersangkufan ;

6. pengunduran diri penyelenggara n(EErra dari jabatan
yang menyebabkan benturan kepentingan; dan

7. pemberian sanksi bagi yang metrangarnya sesuai
dengan p€raturan pemndang-undangan.

BAB VI

FAKII}R-FAKIIf,R PENDUKUNG KEBERHASII.AN
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

pasal 9

Faktor-faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan
kqrntinpn:
a- Komitmen dpn keteladanan pimpinan;

b- Partisipasi dan keterlibatal para penyelenggara negara:
l- mempublikasikan kebijakan penanganan benturan

kepentingan;
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c

2- secara berkafa negara
adanya kebiiakan p€nanganan benturan kepentingan;

3- menjamin agar aturan.lan proeedur mudah diperoleh
dan diketahui;

4- memberi pengaral.an tenta.ng bogairnana menangani
benturan kepeningan; dan

5- memberi bantuan konsultasi dan nasehat bagi
mereka yang belum memahami kebliakan
penanganan benturan kepentingan, termasuk juga
kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau
bertrubungan derrgan lembaga yang bersangkutan"

Ferhatian khusus atas hal tertentu:

hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
gratifikasi;
pekeqiaan tambahan;
informasi orang da l.ern;

dalsrn pengadaan barans
tuntutan keluarga dan komunitas;
kedudukan di organisasi l,ain;
intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
peranekapan jabatan-

d- Beberapa langkah prevenfif dapat dilakukan untrrk
menghindari situasi benturan kepentingan, antara liain:

1. agerrda rapat 1l-a[g akan rliadakan perlu diketahui
sebelumnya supaya penyelenggara negara dapat
merrgantisipasi kemungkinan teqiadinya benturan;
dan

2. adanya aturian yang jetras dan pmsedur yang efisien
yang memunglinkan penarikan diri (recusc! dari
pengambilan keputusan seoara ad hfr-

e. Fenegal€n kebijakan penanganan benturan kepeltingan
f- sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

2. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi
pelanggaran kebllakan yang ada; dan

3- instmmen perranganan benturan kepentingan yang
secara bertala diperbaharui -

f. Femantauan dan evaluasi

BAB VII

TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTI.'RAN KEPENTINGAN

Pasal fO

Dalam hal terdapa.t potensi atau kondisi/situasi benturan
kepentiagan, penyelenggara negaftr:

a. dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunalan
aset instansi untuk kepentingan prihdi, keluarga atau
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gglongan;

b- dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat
dalarn bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya
dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang
dan jasa;

s- dilarang menerima dan/ata.u memberi barang/parcel/
uang/setara uang atau dalarn bentuk apapun pada hari
raya keagamaan;

d. ditarang mengijinkan pihak ketiga memberikan sesuatu
dalam bentuk apapun kepa.da penyelenggara negara;

e- dilarang menerima rcfind dan keuntungan pribadi
lainnya yang melebihi dan atau bukan halmya dari hotel
atau pihak rnrnapun juga dalam rangka kedinasan atau
halhaf yang dapat menimbulkan potensi benturan
kepentingan;

f- dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk
memenangkan penyedia barang/ja-ca rekanan/mitra
kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan
jrsa untuk kepentingan pnbadi, keluarga danl atau
golongan;

g. dilarang memanfaatlan data dan informasi rahasia
untuk kepeatingan pihak lain;

h- dilarang baik secara langsung maupun tidak langsr.ng
delrgan sengaja turut serta dalarn pemborongan,
pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan
perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan
untuk mengurus atau meilgawasinya; dan

i. membuat pernyataan potensi benturan kepentingan
apa.bil,a mempunyai hubungan keluarga sedarah dalarn
hubungan keluarga inti dengan penyelerrggara negara-

BAB VITI

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 11

Tata cara penanganan benturan kepentingan dari

a. warga masyarakat J,ang terkait dalqn pengambilan
keputusan dapat melaporkan atau memberikan
keterangan adanya duqaan benturan kepentingan
pejabat delaarr menetapkan keputusan dan/atau
tindakan;

b. laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada
atasan pqjabat keputusan dan/atau
tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor
dan melampirkan bukti-bukti terkait;

c- atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang
kebenaran laporan masl.arakat paling larnbat 7 (tujuh|
hari kerjq
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d. apabila hasil dari tersebut tidak benar
maka keputusan danlatau tindakan pejabat yang
dilaporkan tetap berlaku;

e- apa.bila hasil pemeriksaan tersebut fosrls1 rnake rlalam
jangfta waktu 7 (tujuh] hari keputusan dan/atau
tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari
atasan langsung tersebut dan seterusf,rya; dan

f. lrngawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari
tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan
kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan.

Pasal 12

(1). Setiap pega*rai yang mengalami suatu kejadian/keadaan
benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/
keadaal tersebut kepa.da atasan

(2|- Apabila atasan langsung sebagaimana dimpksud pada
a!'at (l) di atas jrrga tertibat dalern terjadinya benturan
kepentingan tersebu! maka pegawai melaporkan kepada
pimpinan perangkat da€rah atau lembaga.

(3)- Setiap pegauai yang mengetahui adanl-a benturan
kepentingan di lingfuungan daerah atau
lembaga, harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut
kepa.da pimpinan perangkat daerah atau lembaga..

{{- Apabila perangkat daerah atau lembaga
setragaimana dimaksud pada a1,at (2) dan ayat {3} di atas
jrrga terlibat dalarn terjadinla benturan kepentingan
tersebut, maka pegawai melaporkan kepada lnspekoral

Pasal 13

(1). Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan
kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat
(U dan ayat (3) disampaikan dengan mel,ampirkan bukti-
buki terkait.

(2f . Atasan langsunglPimpinan daerah atau
lembaga yang menerima Laporan kejadian/keadaan
benturan kep,entingan sebaga.imana dimaksud pada ayat
(1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling
lambat 3 (tiga| hari keq'a sejak laporan dugaan teq'adinya
praktek benturan kepentingan diterima-

(31- Hasil yang dilakukan oleh atasarr
langsung/pimpinan perangkat daerah atau lembaga
sebagaimana rlimaksud pada ayat (2| dituangkan dalam
berita acara pemeriksaan dan dikirin kepada Bupa.ti
dengan tembu san Inspelrtorat.

(a). Apabila hasil pemeriksaan sebaAaimana dimaksud pada
ayat (3) menyebutken laporan tidak benar, maka
keputusan dan/ atau tindakan penyelenggara n€ara
yang dilaporkan tetap berlaku-
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{5f- Apabila hasil pemeriksaan dimaksud pada
ayat {3} menyebutkan laporan trnar, dalam jargka v.akIl
2 (dual hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan
kebenaran, keputusan dan/atau tindakan yang

benturan kepentingan ditinjau kembali-
(6|. lnspehorat yarrg menerima l,aporan adarrya

kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimarra
rlirnaksud pada Fasal 12 ayat (4) dan ayat {5) wajib
menindaklaajuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku
untuk penanganan penqaduar-

BABIx
IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

Fasal 14

{1}, Setiap perang}<at daerah/BuMD r*'ajib mengidentifikasi
benturan kepentinga..n sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi serta kewenangannya-

(2)- Identifikasi henturan kepentingan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1f ditetapkan dengirn keputusan
kepala perangkat daerah /pimpinan BUMD-

BAB X
MEKAI{ISME PENGENAAN SANKSI

Pasal 15

Sanksi atas pelanggaran terhadap benturan kepentingan
mengacu pada peraturan perundang-undangan _yang
berlaku-

BAB)(I
MOMIIfRING DAN EVALUASI

hsal 16

{1}- Setiap kepala peranglrat daerah/pimpinan BUMD wajib
melakukan monitoring dan evaluasi identifikasi dan
penanganan benturan kepentingan secara berkala.

(2). Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana
dirneksrrd pada ayat {f}, apabila terdapat perut ahan
hasil idenrifikesi benturan kepentingan wajib mererisi
keputusan dimaksud pada pasal 14
ayat (2)-
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BAB)(II
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Fengendalian dan penanganan benturan kepentingan di
setiap perangkat daerah/BUMD menjadi tanggung jawab
seluruh pegawai pada perangkat daerah/BUMD yang
bersangkutan-

(2| Fengawasan dan penanganan benturan kepentingan di
Femerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat-

BAB)(III
KETENTUAN PENUTI.]P

hsat 18

Feraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangaf
diun,langkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Feraturan Bupa.ti ini dengan penempatarnya
dalam Berita Daerah Kabupaten Srapn.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggaf tl- lo-rot7

Laueer, sRAGEN,

[rusoruen 
UNTUNc Yr.rNr suKowATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggat 3l - ro - rotT

SEKRETARIS DAERAH XABUPATEN SRAGEN,

.W,
TATAG PRABAWANTO B-

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR g 7

{
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